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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Impor 

Menurut Andi Susilo (2013) mengemukakan bahwa “Impor bisa dartikan 

sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam 

wilayah pabean negara lain. Hal ii berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini 

bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antardua negara tersebut yang 

berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda 

pula.” 

Menurut Andri Feriyanto (2015) mengemukakan bahwa “Impor adalah 

perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam 

wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.” 

Menurut UU No. 17 Tahun 2006 sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 1995 

tentang Kepapeanan dirumuskan impor adalah kegiatan mesukan barang ke 

dalam Kepabeanan dirumuskan impor adalah kegiatan memasukan barang ke 

dalam daerah pabean (pasal 1 ayat (13) UU No. 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan). Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 memberikan penegasan secara 

yuridis yaitu, pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat 

barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat 

bea dan masuk untuk melakukan pengawasan (penjelasan pasal 2 ayat (1) UU 

No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). 

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa impor adalah suatu 

kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau kawasan 

pabean serta barang-barang yang masuk harus ada pengawasan atau pengecekan 

dari Diktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). 

Menurut Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati (2013) impor hanya dapat 

dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang telah mendapat 
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izin dari Departemen Perdagangan Izin impor tersebut disebut API (Angka 

Pengenal Impor). 

Barang Impor adalah seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang 

impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. 

 

2.2 Pengertian Karantina 

2.2.1 Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya  

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme 

pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam 

negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Medan (2020). 

2.2.2 Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk  

dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan 

dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Medan (2021). 

2.2.3 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme  

Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021). 

2.2.4 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme  

Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021). 

2.2.5 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme  

Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021). 

2.2.6 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme  
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Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021). 

2.2.7 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme  

Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021). 

 

2.3 Larangan dan batasan (Lartas) 

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan larangan dan pembatasan ini adalah 

pasal 53 Undang-undang No.17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) No.161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor 

barang yang terkena larangan dan atau pembatasan. 

Larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan 

masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup,  

menjaga industri perdagangan. Bagaimana cara mengetahui apakah barang 

yang akan diimpor terkena larangan atau tidak dapat mengunjungi Website  

www.isnw.go.id. Dengan memasukan nomor HS Code barangan pada kotak 

HS, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak. Bahkan, 

melalui website ini juga, kita sekaligus dapat mengetahui regulasi atau Izin 

yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena lartas 

tersebut. 

Macam-macam lartas 

2.3.1 Lartas karantina hewan dan tumbuhan 

2.3.2 Lartas karantina ikan 

2.3.3 Lartas BPOM 

 

 

http://www.isnw.go.id/
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2.4 Dokumen-Dokumen impor  

2.4.1 Dokumen induk impor 

Menurut Andri Feriyanto,2015 yang dimaksud dengan dokumen 

induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana 

Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat 

pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dokumen induk 

ini antara lain: 

a. Letter Of Credit (L/C) 

 Letter Of Credit (L/C) adalah suatu suratyang dikeluarkan oleh suatu 

bank atas permintaan importer yang ditunjuk kepada eksporti diluar 

negeri yang menjadi relasi importer tersebut,yang memberikan gak 

kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importer 

bersangkutan. 

 

   Sumber Google Classroom 

Gambar 1 Contoh Dokumen L/C 
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b. Bill Of Lading (B/L ) 

 Bill Of Lading (B/L) adalah Surat tanda terima barang yang telah 

dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti 

kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau 

perjanjian pengangkutan barang melalui laut.  

 

 Sumber Gresik.co 

Gambar 2 Contoh Dokumen Bill Of Lading 
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c. Faktur (Invoice) 

Adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data 

dalam invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan 

dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala 

macan bea masuk.  

 

Sumber exim.web.id 

Gambar 3 Contoh Dokumen Invoice 

d. Dokumen (polis) asuransi 

Dokumen (polis) Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang 

dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun 

importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim.  
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2.4.2 Dokumen Penunjang 

a. Daftar pengepakan (Packing list)  

Packing list  adalah dokumen yang di buat eksportir menerangkan  

uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam 

peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai ntuk 

memudahkan pemeriksaan. Dengan adanya packing list importir tidak 

akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan rincian barang harus 

sama dengan commercial invoice.  

 

Sumber exim.web.id 

Gambar 4 Contoh Dokumen Packing List 
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b. Certificate of origin (COO) 

 Certificate of origin (COO) adalah surat pernyataan yang 

ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan 

untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk atau sebagai alat penghitung 

kuota di negara tujuan dan mencegah masuknya dari negara terlarang.  

 

Sumber rejekinomplok.net 

Gambar 5 Contoh Dokumen COO 

c. Surat Keterangan Pemeriksaan (Certificate of Inspection)  

 Certificate of Inspection adalah keterangan tentang keadaan barang 

yang dimuat oleh independent surveyor, juru pemeriksaan barang atau 

badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia 

perdagangan internasional. 
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Sumber id.pinterest.com 

Gambar 6 Certificate of Inspection 

d. Sertifikat Mutu (Certificate of Ananlysis) 

Certificate of Analysis adalah keterangan yang dibuat berkaitan 

dengan hasil analisis barang-barang dilaboratorium perusahan atau 

badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang 

diperdagangkan.  
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          Sumber id.Pinterest.com 

Gambar 7 Contoh Dokumen COA 

 

2.5 Instansi Terkait Pengurusan Impor 

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu 

berhubungan dengan instansi- instansi pemerintah maupun swasta. Menurut 

pendapat beberapa ahli pelaku ekspor impor, (Andi Susilo: 14-18:2013), 

Adapun instansi-instansi tersebut antara lain: 

2.5.1  Importir/Buyer/Pembeli 

Adalah seseorang atau suatu badan hukum yang memasukan 

barang dari luar negeri untuk diperdagangkan dari luar negeri. 

2.5.2 EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 
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Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut 

barang dari tempat eksportir ke pelabuhan laut atau sebaliknya. Di 

Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda 

transportasi truck atau kereta api. 

a. EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) 

Serupa dengan EMKL, perusahaan EMKU merupakan 

pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang 

dari tempat eksportir kepelabuhan udara atau sebaliknya. 

b.  PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) 

Merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa 

pengurusan formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait 

didalamnya. 

2.5.3 Perusahaan Pelayaran. 

Adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha 

pelayaran yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang 

membutuhkan dengan mengoperasikan kapal-kapal yang 

dimilikinya. 

2.5.4 Bea Cukai (Customs) 

Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di 

bawah kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah 

mengawasi kegiatan ekspor- impor, memungut bea masuk, bea 

keluar, serta pajak dalam rangka ekspor maupun impor, mengawasi 

peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan 

peredaran bahan baku plastik lainnya. Seiring perkembangan 

zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bertambah fungsi dan 

tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang 

melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan 

syarat-syarat tertentu. 
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2.5.5 Carrier (Shipping Line, Air Line, Freight Forwarder) 

Carrier dalam bahasa umum bisa diartikan sebagai 

pengangkut. Dalam praktek ekspor impor, sebutan carrier biasanya 

ditujukan bagi perusahaan atau moda transportasi yang bertugas 

mengangkut barang ekspor impor dari pelabuhan muat menuju ke 

pelabuhan tujuan (port to port). Perusahaan carrier biasanya adalah 

Shipping Lines, Air Lines, atau Freight Forwarder. 

2.5.6 Bank 

Merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas 

untuk memfasilitasi pembayaran internasional. 

2.5.7 Perusahaan Asuransi  

Merupakan pihak yang ditunjuk oleh eksportir atau importir 

sebagai penanggung risiko dalam ekspor impor. 

2.5.8 PT. PELINDO III 

Adalah salah satu badan usaha yang berbentuk persero yang 

mengelola aset pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

jasa pelabuhan. Memiliki aset meliputi rambu-rambu, kolam 

pelabuhan, dermaga, gudang penumpukan, alat mekanik, air tawar, 

listrik dan kapal tunda. 

2.5.9 Perusahaan Depo Container 

Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan 

lapangan penimbunan kontainer kosong (empty container). 

 


